MENTER! KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2361/MENKES/PER/X1/2011

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergeseran paradigma pelatihan
menjadi paradigma pembelajaran, diperlukan adanya
akses pada informasi yang mudah dijangkau oleh

segenap peserta pelatihan;

b. bahwa mutu, kemampuan dan cgkupan upaya
pendidikan dan pelatihan kesehatari perlu terus

ditingkatkan dan dilaksanakan secara
berkesinambungan;
c. bahwa  Peraturan  Menteri  Kesehlatan  Nomor

382A/Menkes/Per/V/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilo;to dan Balai
Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/X 2QO8 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Basair Pelatihan
Kesehatan Makassar, dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 972/Menkes/Per/X/2008 tentg ng Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pelatihan Kesehatah Salaman dan
Balai Pelatihan Kesehatan Lemahabang $udah tidak
sesuai lagi;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan | sebagaimana

dimaksud pada huruf a, b dan c, per
kembali Organisasi dan Tata Kerja [
Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan de
Menteri Kesehatan;

u menetapkan
Jnit Pelaksana
ngan Peraturan

Mengingat...







Mengingat

. Undang - Undang Nomor 36 Tahun

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahur

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun

. Keputusan

. Peraturan Menteri Negara Pendayagut

. Keputusan
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2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 5063);

. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahuh 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 199, Tambahan Lembaran Ne¢
Indonesia 4019);

Pembagian Urusan Pemerintahan anta
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pem
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rep

Tahun 2000
gara Republik

2007 tentang
ra Pemerintah,
erintah Daerah
1blik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Keme

2010 tentang
nterian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara;

Kesehata
tentang

Menteri
725/MENKES/SK/V/2003
Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan;

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/1
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Tekn

dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian:

Menteri

Kesehatan

n i Nomor
Pedoman

1aan  Aparatur
2008  tentang
is Kementerian

(]

J

Nomor

374/MENKES/SK/II/2009 tentang Sistem Kesehatan

Nasional;

.|Peraturan...
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9. Peraturan Menteri Kesehats

1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang
Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Apara
Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor E
RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN MENTERI KESEHATAN

INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDAN
KESEHATAN.

Menetapkan

BAB 1
JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pelatihan Kesehatan
a. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK); dan
b. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes).

Pasal 2

BBPK dan Bapelkes adalah Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan ber
kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Kesehatan.

Pasal 3

BBPK dan Bapelkes dipimpin oleh seorang Kepala.

n Nomor

Organisasi dan

tur Negara dan
3/2591/M.PAN-

REPUBLIK
TATA KERJA
- PELATIHAN

2
T

terdiri atas:

di lingkungan
tanggungjawab
Daya Manusia

Bagian...







BBPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan
pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyar

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

- pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan
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Bagian Pertama
Balai Besar Pelatihan Kesehatan
( BBPK)
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Pasal 5

peényusunan rencana program dan kegiatan pendidikan
sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;

pelatihan serta
akat.

Pasal 4, BBPK

dan pelatihan

pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
masyarakat;

sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemant
sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggar

kesehatan dan
dan pelatihan

auan, evaluasi,
aan pendidikan

dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
€. penylapan pengembangan kemitraan;

pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yvang dimaksud dalam Pasal 4,
BBPK secara administratif dibina oleh Sekretariat Badan | Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan secara teknis
fungsional dibina oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

Paragraf...
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Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 7

BBPK terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu;
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
Instalasi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

® oo o

Pasal 8

Struktur Organisasi BBPK sebagaimana tercantum dalam Lamp1ran I

Peraturan ini.
Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyis

pan koordinasi

dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan,
pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan

perlengkapan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan

anggaran dan pelaporan;

3a§a1 9, Bagian

perencanaan

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan ver1ﬁkas1 dan

c. pengelolaan urusan Kkepegawaian, tata usaha, ruma
perlengkapan.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum; dan
b. Subbagian Keuangan.

n ,tangga dan

Pasal...
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Pasal 12

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pe
koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan

nylapan bahan
anggaran dan

pelaporan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan
perlengkapan.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi.
Pasal 13
Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana program, pengembangan dan

pengendalian mutu, pengkajian dan analisa kebutuhan pendidikan dan

pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat
dan pelaporan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas

serta evaluasi

(\})

1 13, Bidang

Pengembangan dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia kesehatan dan masyarakat;
b. pengkajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber

daya manusia kesehatan dan masyarakat;
c. penyusunan dan pengembangan kurikulum dan bahan
metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber
kesehatan dan masyarakat;
pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan serta
pelaporan; dan
€. penyiapan pengembangan kemitraan.

Pasal 15
Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu terdiri atas:

a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
b. Seksi Pengendalian Mutu.

ajar pelatihan,
daya manusia

evaluasi dan

Pasal...
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Pasal 16

(1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tug
penyiapan bahan pengkajian dan analisis kebutuhz
kurikulum pelatihan, metode dan teknologi pendidikan|
sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

(2) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan p
pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, dan
pendidikan dan pelatihan sumber
masyarakat.

daya manusia |

Pasal 17

;as’i melakukan
in  pendidikan,
dan pelatihan

rnyiapan bahan
evaluasi pasca
tesehatan dan

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyal tugas

melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan

evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber

kesehatan dan masyarakat, serta kerjasama baik nas

, advokasi dan
daya manusia
ional maupun

internasional.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam P

asal 17, Bidang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menvelenggarakah fungsi:

a. pelaksanaan urusan kegiatan pendidikan dan pelat1harp sumber daya

manusia kesehatan dan masyarakat;
pelaksanaan kerjasama nasional
pendidikan dan pelatihan
masyarakat;

pelaksanaan advoka31

b. maupun

penyelenggaraan pendidikan
sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat; dan

laporan dan informasi, penyelenggaraan pendidikan
sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

internasiopal‘

pengembangan metode pelatihan, pemantauan, evaluas

di bidang

sumber daya manusia kesehatan dan

dan pelatihan

1, penyusunan
dan pelatihan

Pasal...







MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8=
Pasal 19

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri at
a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatih
b. Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 20

13:
amn; d

lan

(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rendana anggaran,
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi
pendidikan dan pelatihan.

(2) Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, kerjasama nasional dan internasional |dalam bidang

pengembangan pendidikan dan pelatihan kesehatan,
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan.

Bagian Kedua
Balai Pelatihan Kesehatan
( Bapelkes )
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 21

Bapelkes mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan
pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyar

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da
Bapelkes menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan
sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;

- P

S€1

pe
akse

an;

de

rta advokasi

atihan serta
at.

1 Pasal 21,

an pelatihan

elaksanaan...







Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud d
Kepala Bapelkes secara administratif dibina oleh Sek
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Pendidikan da
Aparatur dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
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pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
masyarakat;

pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan
sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
pengembangan metode dan teknologi pelatihan, informas
evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan g
pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarak
penyiapan pengembangan kemitraan;

pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaal

Pasal 23

at.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

Bapelkes terdiri atas:

oo T

Struktur Organisasi Bapelkes sebagaimana tercantum daléJern

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pengkajian dan Pengembangan:

Seksi Pengendalian Mutu;

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
Instalasi; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Peraturan ini.

di bidang

<esehatan dan
dan pelatihan

1, pemantauan,
endidikan dan

lalam Pasal 21,
retariat Badan
Kesehatan dan
n Pelatihan

Lampiran II

Pasal...
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Pasal 26

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanal
koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan

carl  penyiapan
ariggaran dan

pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah

tangga, dan perlengkapan.

Pasal 27

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyal tug

as | melakukan

penylapan bahan pengkajian dan analisis kebutuhah pendidikan,

kurikulum pelatihan, metode dan teknologi pendidikan
sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 28

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan pe
pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, ¢

pendidikan dan pelatthan sumber daya manusia Kk

masyarakat. V
Pasal 29 ?

Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tu
penylapan bahan penyusunan rencana anggaran, p
pendidikan dan pelatihan, penyiapan bahan kerjasama
internasional, dan informasi pendidikan dan pelatihan,
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan.

INSTALASI
Pasal 30

(1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggar
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia }
masyarakat;

(2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non

(3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan
pelayanan pendidikan dan pelatihan;

(4) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala 1
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Badan Peng
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

dan pelatihan

nyiapan bahan
valuasi pasca
eschatan dan

gas melakukan
enyelenggaraan
nasional dan
serta advokasi

aan di bidang
cesehatan dan

struktural;
pengembangan

3BPK/Bapelkes
embangan dan

BAB...
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BAB 1II
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melak

uk

an  kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasai
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Ten
yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional
bidang keahliannya;

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaim
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsio
ditunjuk oleh Kepala BBPK/Bapelkes;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ]
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

ka

hga
S€E

an
nal

bad

n peraturan

Fungsional
suai dengan

a dimaksud
senior yang

a ayat

(1)

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan ya

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 33

ng

berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Kepala BBPK /Bapelkes, Kepala Bagian/Bidang,

Kepala Subbagian/Seksi, Kepala Instalasi
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi d
baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instg
BBPK/Bapelkes sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBPK/I

A1
ns

3ar

dan Kelompok Jabatan

sinkronisasi
lain di luar

elkes wajib

mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai den
perundang-undangan yang berlaku.

zan

| peraturan

Pasal...




.
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Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan F

BPPK/Bapelkes

bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bafwvahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk peléks

bawahan.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan metnat

dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing sertal
laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

anaan tugas

uhi petunjuk
enyampaikan

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan

wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan lapofan

dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 38

Para Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, Kepé}
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan
atasan masing-masing. |

Pasal 39

lebih lanjut

Instalasi dan

berkala kepada

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan

laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain

fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi
gk

kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rar
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mer
berkala.

‘yang sececara

dibantu oleh
a pemberian
dakan rapat

BAB...







MENTER! KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8
BAB V
L OKASI

Pasal 41
(1) Sejak berlakunya keputusan ini di lingkungan Kement
terdapat 3 (tiga) BBPK di Jakarta, Ciloto dan Makass
Bapelkes di Cikarang, Semarang dan Batam.
(2) BBPK di Jakarta, Ciloto dan Makassar, dan Bapelk
Semarang dan Batam yang mencakup nama, kelas, tem
pelayanan unggulan dan wilayah kemitraan yang dilayai

ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampir
ini.

BAB VI
ESELON
Pasal 42

Eselon Balai Besar Pelatihan Kesehatan terdiri atas:
(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b;

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural
uk

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan sti
IV.a.

Pasal 43

Eselon Bapelkes terdiri atas:

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon IIl.a;

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan stz
IV.a.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peratura
oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendaj

tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang |per

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

S

arn

Sl
ar,

pa
1 1

at

uk

N i

an Kesehatan
dan 3 (tiga)

di Cikarang,
t kedudukan,
ersebut pada
III Peraturan

eselon IIl.b;

tural eselon

tural eselon

ni ditetapkan
persetujuan
1dayagunaan

Pasal...




;I‘
g
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Pasal 45

Tatalaksana dari Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dehga
Menteri Kesehatan;

Pasal 46
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka:
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indones

382A/Menkes/Per/V/2006 tentang Organisasi dan Tata
Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto dan Balai Besar Pelatiha
Cilandak;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indones
971/Menkes/Per/X /2008 tentang Organisasi dan Tata Kgrja
Pelatihan Makassar; ‘
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indohes
972 /Menkes/Per/X /2008 tentang Organisasi dan Tala
Pelatihan Kesehatan Salaman dan Balai Pelatihan
Lemahabang; :
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indohes
947 /Menkes/Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata
Pelatihan Kesehatan Batam; :
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 47
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

n Peraturan

ia Nomor
Kerja Balai
n Kesehatan

ia Nomor
Balai Besar

ia Nomor
Kerja Balai
Kesehatan

ia Nomor
Kerja Balai

/o Vodianggal 22 November 2011

/ & MENTER],KESEHATAN,
/ N\ \!

! &y / A & A\ N \

.

| e 17
! &=

. . iy WO
Diundangkan di Jakarta S
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

ANGRAHAYU SEDYANINGSIH
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 2361 /MENKES/PER/XI/2011
TANGGAL :22 NOVEMBER 2011

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN

KEPALA
1
BAGIAN
TATA USAHA
I
[ 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM KEUANGAN
I 1
BIDANG
BIDANG
pENGEgﬁJANGAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
PENGENDALIAN A
ot DAN PELATIHAN
{ |
{ | | |
SUBBIDANG SUBBIDANG
sglfggﬁ&% SUBBIDANG PERENCANAAN PELAKSANAAN
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STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELATIHAN KESEHATAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MEN
NOMOR 1236
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
: 2361 /MENKES/PER/XI/2011

NOMOR
TANGGAL

322 NOVEM!FER 2011

DAFTAR UPT DI BIDANG PELATIHAN KESEHATAN

“WILAYAH

NO NAMA KELAS TEMPAT PELAYANAN
KEDUDUKAN UNGGULAN KEMITRAAN

1. | Balai Besar Balai Ciloto Pendidikan dan | Jawa Barat
Pelatihan Besar Pelatihan Lampung
Kesehatan Pemberdayaan engkulu
Ciloto Masyarakat matera Selatan

dalam sa Tenggara
Penanganan Timur
HIV/AIDS dan Papua
Pencegahan Papua Barat
Penyalahgunaan

Narkotika,

Psikotropika dan

zat Adiktif

lainnya (NAPZA)

2. | Balai Besar Balai Jakarta Pendidikan dan | Kklimantan Barat
Pelatihan Besar Pelatihan Kalimantan Tengah
Kesehatan Pelayanan Khlimantan Timur
Jakarta Kesehatan Kalimantan Selatan

Perkotaan DKI Jakarta

3. | Balai Besar Balai Makasar Pendidikan dan | St la\a;/esi Selatan
Pelatihan Besar Pelatihan Sulawesi Tenggara
Kesehatan Pelayanan Sulawesi Utara
Makasar KesehatanIbu Sulawesi Tengah

dan Anak Sulawesi Barat

dengan Fokus Gorontalo

“Antenatal Care” | Maluku
Maluku Utara

4. | Balai Balai Cikarang Pendidikan dan | Jambi
Pelatihan Pelatihan Banten
Kesehatan Kesehatan Bangka Belitung
Cikarang Lingkungan Sumatera Barat

5. | Balai Balai Semarang Pendidikan dan | Jawa Tengah
Pelatihan Pelatihan DI Yogyakarta
Kesehatan Primary Health | Jawa Timur
Semarang Care Bali

Nuysa Tenggara
Barat |
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NAMA KELAS TEMPAT PELAYANAN WILAYAH
KEDUDUKAN UNGGULAN KEMITRAAN
Balai Balai Batam Pendidikan dan Kée¢pulauan Riau
Pelatihan Pelatihan Riau
Kesehatan Keperawatan NAD
Batam Stumatera Utara
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YANINGSIH







	PER_MENKES NOMOR 2361 TAHUN 2011 - ORGANISASI DAN TATA KERJA
	PER_MENKES NOMOR 2361 TAHUN 2011 - ORGANISASI DAN TATA KERJA (2)

